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PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 22 TAHU ‘ 2012

|

TENTANG 1
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BUNGO
|
DENGAN RAHMAT TUHAN YAl“J G MAHA ESA

|
BUPATI BUNGO%

®

bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah, maka perlu ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT);

b. bahwa mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis Unit Pelaksana Teknis
(UPT) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diﬁas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan
Kabupaten Bungo; |

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepﬁgawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890;

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
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11.

o

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969); |

Undang-Undang Nomor 32 Tah
(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara‘

2004 tentang Pemerintahan Daerah
donesia Tahun 2004 Nomor 125,
Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 200(? Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5239); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor i9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan| Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan . Lembaran Negara |Republik Indonesial Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 16 s

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 473 7)J

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran N#gara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2008 Nomor 2);
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12. Peraturan Daerah Nomor 1 Ta
Susunan Organisasi Dinas Daera
Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKA

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG

(UPTD) PADA DINAS PENGELOI
KABUPATEN BUNGO.

BAB1
KETENTUAN UMU
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Bungo;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupater
Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihar
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UF

2N LA s Lo

hun 2011

L.

tentang Pembentukan Dan

ih (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo

\N :

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

AAN PASAR DAN KEBERSIHAN

M

Daerah sebagai Unsur Penyelenggara

n Bungo;

1 Kabupaten Bungo;

dan Kebersihan Kabupaten Bungo;

’T adalah unsur pelaksana tugas teknis

pada Dinas;
Kelompok jabatan fungsional adalah unsur pen

melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara pr:
kebutuhan teknis Dinas;

\lgjang yang mempunyai tugas pokok

fesional sesuai bidang keahlian dan

Kelompok masyarakat adalah kelompok yang tumb ‘ dan berkembang di dalam kawasan

pasar yang bertugas membantu menertibkan dan m ngamankan pedagang dan lingkungan

pasar.
BABII
PENAMAAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana
dan Kebersihan Kabupaten Bungo yang terdiri dari :

1. UPTD Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Muara Bun
2. UPTD Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Pelepat Ilir

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dal

}

'ﬂeknis (UPT) Dinas Pengelolaan Pasar
|

%o; dan
|

|
|
|

am Pasal 2, merupakan

unsur pelaksana teknis Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh

Camat.

......................
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BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing

mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
1. Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pasar dan Kebersi
Pasar Muara Bungo;

2. Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pasar dan Keber
Pelepat Ilir.

han Muara Bungo adalah di Kecamatan

sihan Pelepat Ilir adalah di Kecamatan

BABYV

|
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5 ‘
(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT

Pasal 6

dalam lampiran sebagai bagian yang

[AN DALAM JABATAN

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala

Dinas;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Kasubbag TU UPTD dilakukan oleh Bupati atas usul

Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

BAB VII

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dan Kebersihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Ayat (1) Huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar
dan Kebersihan Kabupaten Bungo dalam mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan
seluruh kegiatan teknis operasional bidang Pengelolaan pasar dan kebersihan di wilayah

kerjanya;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan

Pasar dan Kebersihan mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan................. 5
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a. pelaksanaan pengkajian, pengkoordinasian, dan

penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis dan informasi bidang pengelolaan pasar dan kebersihan;

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pasar dan kebersihan serta
peningkatan peranserta masyarakat dan institusinya secara sinergis;

¢. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan pasar,
serta penataan dan penertiban kawasan pasar;
d. pelaksanaan administrasi dan inventarisasi ten

perizinan, dan penempatan pedagang

aga operasional, sarana dan prasarana
penunjang, pelayanan dan pengawasan kebersihan;

e. pelaksanaan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam
pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

f.  pengembangan kegiatan lain yang mendukung
dan kebersihan;

tercapainya program pengelolaan pasar

g pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas operasional pengelolaan pasar

dan kebersihan;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
Bagian Kedua
Subbag Tata Usahf{a
Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam
melaksanakan urusan ketatausahaan untuk kelancaran tugas dan fungsi UPTD, dan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Subbagian Tata

Usaha mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan}
kerumahtanggaan UPTD; 1

kegiatan rapat serta perlengkapan dan

b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPTD;

¢. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;

d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

¢. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan
analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

f.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-I
Pasal 9

Di dalam kawasan pasar, dapat tumbuh dan berken
yang bertugas membantu menertibkan dan mengamar

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

LAIN

ibang kelompok-kelompok masyarakat
kan pedagang dan lingkungan pasar;

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayaﬁ (1) terbagi atas beberapa lokasi dan
pembagian kerja, yang setiap kelompok atau loka#i dikoordinir oleh seorang ketua atau

koordinator;

|
Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat4(1) dan ayat (2), dalam melaksanakan

tugasnya harus tunduk dan bertanggung jawab kepad:

Kepala UPT.

BAB VIIL.........cccoeeucu.. 6
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PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
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DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BUNGO
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